SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NEFI UFUS SOLIKAH

Jabatan : Kepala Desa Pulosari

No KTP/ NIK :3517044303780001

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 03 Maret 1978

Alamat : Dsn Pulosari RT 06 RW 05 Ds Pulosari Kecamatan Bareng Kab. Jombang

Dengan ini menyatakan dengan sesunguhnya bahwa BUMDes SARI ARTHA Desa
Pulosari saat ini tidak sedang menerima atau mengusulkan bantuan dari Pemerintah Desa,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam bentuk apapun.

Apabila di kemudian hari di ketahui pernyataan tersebut di atas tidak benar, maka saya
bersedia mengembalikan bantuan yang saat ini saya terima.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan

tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pulosari, 06 Februari 2025
Kepala Desa Pulosari
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-01036.AH.01.33. TAHUN 2021

BUM Desa SARI ARTHA PULOSARI

Berkedudukan di
Desa Pulosari
Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang
Provinsi Jawa Timur

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 15 Desember 2021

b |

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 06 Juli 2022

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 3517042013-1-003647
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN/KOTA JOMBANG

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SARI ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3.

KEPALA DESA PULOSARI ,

bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pulosari
perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Pulosari nama
BUM Desa Sari Artha

bahwa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4443);




SJI

10.

11.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);




12. Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

13. Peraturan  Menteri  Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan usaha Milik Desa (berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 nomor 296);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA

MILIK DESA SARI ARTHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1

Desa adalah Desa Pulosari yang berkedudukan di kecamatan Bareng,
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pulosari

Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD
Desa Pulosari

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
BUM Desa “SARI ARTHA".

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan hukum yang didirikan oleh Desa Pulosari guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan

Jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa Pulosari




7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaba milik BUM Desa yang
melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar adalah adalah Anggaran dasar BUM Desa Pulosari

10. Anggaran Dasar adalah adalah Anggaran dasar BUM Desa Pulosari

Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pulosari
BAB I1
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM
DESA
Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2
Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
imvestasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa, Desa Pulosari mendirikan BUM Desa Sari Artha

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa SARI ARTHA sebagaimana

terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha
Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Pulosari, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




LAMPIRAN PERATURAN DESA
PULOSARI

NOMOR : 05 TAHUN 2021
TANGGAL :01 JULI 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA SARI ARTHA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah
lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai
badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin
penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen
berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia
layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi
penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan

manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi
oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari
kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ
tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan

utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa SARI ARTHA PULOSARI
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM DESA SARI
ARTHA PULOSARI
(2) BUM Desa SARI ARTHA PULOSARI berkedudukan di Desa
PULOSARI, Kecamatan BARENG , Kabupaten JOMBANG .



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
a. HIPAM;
b. Wisata;

o

Pelayanan Pembayaran/ PPOB/Mart Desa

o

Simpan Pinjam
BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa
dapat:
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran
yang meliputi :
147111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG
YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI
SUPERMARKET/MINIMARKET
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai
jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan
makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga
yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar
sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga
dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti
pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik
dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket
2 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN
GULA MERAH
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
kopi,gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.
3 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam
kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan
buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang

diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.



b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

1 93222 WISATA GUA

Kelompok ini mencakup suatu wusaha pengelolaan untuk
mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai
usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi
dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan
dan minum serta akomodasi.

2 91029 WISATA BUDAYA LAINNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya lainnya baik

dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

c. Menjalankan usaha dalam bidang Simpan pinjam yang meliputi :

1

64141 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
KONVENSIONAL KONVENSIONAL

Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan
usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan
dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk

juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam

d. Menjalankan usaha dalam bidang PELAYANAN PEMBAYARAN atau
PPOB meliputi :

1

63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL
DENGAN TUJUAN KOMERSIAL

Kelompok ini mencakup: - Pengoperasian situs web dengan
tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari
alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. -
Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang
diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak
langsung dengan tujuan komersial. - Pengoperasian platform
digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi
elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi
pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau
layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat
elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang
dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup
aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan
transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2.

Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut.



Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web
dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit)
merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau
mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun
tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace),
digital advertising, financial technology (FinTech) dan on
demand online services.

64922 PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT)
Kelompok ini mencakup wusaha yang kegiatan utamanya
melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran

secara angsuran atau berkala. Misal Adira Multi Finance, G.E.

Finance.
BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Pasal 4

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana

operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi

oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 huruf a:

a. Pelaksana operasional menyampaikan:

1.

laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan

penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh

Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal

BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program

kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan



pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas
pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD
untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7

(tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada
pada Musyawarah Desa.

(5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional
dan/atau pengawas kepada penasihat.

(6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa

khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8
(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal,
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha
BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat.
Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

a. menetapkan pendirian BUM Desa;

b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional
BUM Desa;

e. mengangkat pengawas;
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mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penasihat;

memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak
lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk
melaksanakan kegiatan tertentu,;

memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa
dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan
tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan
aset BUM Desa;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang
harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau
pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan
oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa
karena keadaan tertentu;

menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan
usaha BUM Desa;

meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk
melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan
dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.



Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a.

bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau

perubahannya;

. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program

kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;

menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional
sesuai keputusan Musyawarah Desa;

dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara
pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional
BUM Desa;

bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha
BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh
pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan
tahunan;

menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM
Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa,;

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a.

b.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional
dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan
rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan

Musyawarah Desa;



c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;

d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan
organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah
Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. memperoleh 5 % dari total laba bersih dalam periode 1 tahun
buku yaitu dimulai tanggal 1 januari dan ditutup tanggal 31
Desember
Pasal 14
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang

selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang
perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau
unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa PULOSARI;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang

dapat menghambat tugas sebagai Direktur);



(3)

(4)

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;

e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

f. tidak pernah dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usaha dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum,;

j- memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
Direktur BUM Desa.

Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa

karena alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang

sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan

Musyawarah Desa;



c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal
organisasi maupun dengan pihak lain;

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM
Desa;

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain
sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenai ketenagakerjaan;

f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan
Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

j- melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;

k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak
menunjuk penyelesai; dan

l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan
dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa
mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah
Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud
dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di
luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa,
keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;



. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh
penasihat dan pengawas;

atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM
Desa kepada penasihat;

menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah
Desa; dan

bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

a.

(1)

(2)

(3)

mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala

hal dan dalam segala kejadian;

. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan

bendahara;
Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1 . Honor dan atau sebutan lain yang besarnya di sesuaikan dengan

kemampuan BUM Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa

Pasal 20

Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh
Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah
Desa.
Adapun pengawas BUM DESA SARI ARTHA PULOSARI yang telah
disetujui pada ayat satu (1) sebagai berikut :
Ketua : Widji
Wakil ketua : Eko Cahyono
Sekretaris : Sofiatin
Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa PULOSARI ;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang

dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

o o

berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;

®

tidak pernah dinyatakan pailit;

™

tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha

dinyatakan pailit;



g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

(4) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa

karena alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

seharusnya dihormati sebagai pengawas;
dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a.

bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan

kepada Musyawarah Desa;

. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar BUM Desa;

. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama

BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis

keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka



perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
kepada Musyawarah Desa;

f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan
audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau
kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat
merugikan BUM Desa; dan

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di
ajukan kepada penasihat;

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa;

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan
tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana
operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa; dan

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan

dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24
Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. memperoleh 5 % dari total laba bersih dalam periode 1 tahun
buku yaitu dimulai tanggal 1 januari dan ditutup tanggal 31

Desember



BAB V
MODAL, ASET, DAN PINUDAMAN

Pasal 25

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta

Rupiah)

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi

atas:
a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp 100.000.000

(Seratus juta rupiah) dan

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a terdiri atas:

a. Uang senilai Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah);

Pasal 26

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:

a. penyertaan modal;

b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;

d. pinjaman; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara

(1)

(2)

(1)

(2)

berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27
Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM

Desa.

Pasal 28

BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan
memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta
kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam
negeri lainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau

pembentukan Unit Usaha BUM Desa;



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa
masa jabatan direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil
manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan

jaminan atau agunan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30
BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat
Desa serta para pihak yang bekerja sama.
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling
sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga
pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara

atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan
pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
aset Desa.

Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM
Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau
prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko
kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola,

didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 32

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain
berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam
bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan
bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status
kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan

dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

(1)

(2)

(3)

Pasal 34
Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1
(satu) tahun buku.
Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
atas:

a. 20 % untuk operasional BUM Desa

o

15 % untuk pemegang saham secara proporsional

20 % untuk Kas Desa

o o

5 % untuk Penasehat

e. 20 % untuk insentif pelaksana Operasional
f. 5 % untuk Pengawas

g. 10 % untuk Dana Sosial

h. 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan

Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dialokasikan untuk:

a. pendapatan asli Desa sebesar 15 % ( lima belas per seratus)



b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha
BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 35
% ( tiga puluh lima per seratus) yang di dapatkan dari operasional
20% (dua puluh per seratus) dan dari pemegang saham secara

proporsional sebesar 15 % (lima belas per seratus)

BAB VII
PENUTUP

(1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
berdasarkan Berita Acara Hasil Musywarah Desa Perubahan
Peraturan Desa Pulosari Nomor 03 Tahun 2015 Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa

(2) Demikian Anggaran Dasar ini ditandatangani oleh pendiri yang diberi
kuasa Penuh dalam Musyawarah Desa Perubahan Peraturan Desa

Pulosari Nomor 03 Tahun 2015 Pembentukan Badan Usaha Milik

Desa
ANGGOTA PENDIRI
1. MUSTAIN (Ketua BPD)
2. SUWADI (Wakil Musyawarah)

w

. M SYAFT'I ARIF  (Wakil Musyawarah)

Ditetapkan di : Pulosari
Pada Tanggal : 01 Juli 2021
_KEPALA DESA PULOSARI

S

S SOLIKAH



PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN/KOTA JOMBANG

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA PULOSARI
BUM DESA SARI ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI ,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan
pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa SARI ARTHA
perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa PULOSARI
tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik
Desa PULOSARI nama BUM Desa SARI ARTHA;

b. bahwa ...;

c. (dan seterusnya ...;)

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

3. (dan seterusnya ...;)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH
TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA SARI ARTHA .



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Desa adalah Desa Pulosari yang berkedudukan di kecamatan Bareng,
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa pulosari

Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD
Desa Pulosari

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
BUM Desa “Sari Artha”.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan hukum yang didirikan oleh Desa Pulosari guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa Pulosari

Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang
melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar BUM Desa Pulosari

Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
Pulosari

(dan seterusnya.)

BAB II
PEGAWAI BUM DESA
Pasal 2

(1) Pegawai BUM desa berkewajiban:

a.

b.

Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh
pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah
desa;

Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM

Desa;



€.

Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan
yang dijalankan oleh BUM Desa;

Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada
di BUM Desa;

Dst

(2) Pegawai BUM Desa berhak;

a.

Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan

masyarakat desa;

. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan

oleh BUM Desa

Mendapatkan imbalan, honor dana tau sebutan lain yang besarnya di
sesuaikan dengan kemampuan Bum Desa berdasarkan keputusan
Kepala Desa

Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa

Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang
ditugaskan oleh pelaksana operasional,

Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata
Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;
Mendapatkan bagian alokasi hasil usaha tahunan yang besarnya

sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:

a.

d.

€.

Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit

usaha BUM Desa

. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM

Desa

Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional
prosedur di internal BUM Desa;

Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa

Dst

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat

oleh pengelola operasional BUM Desa;

. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan

BUM Desa

Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;

Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan
kebijakan BUM Desa;

Dst...



Pasal 4

(1) Bendahara memiliki wewenang:

a.

d.

Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM

Desa;

. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;

Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan
dikelola BUM Desa;
Dst...

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM

Desa;

. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah

sumber penghasilan BUM Desa;
Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara

berkala kepada direktur BUM Desa;

Pasal 5

(1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.

b.

Kepala Unit usaha

Koordinator Kegiatan Usaha

(2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a.

Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional

prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;

. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola

operasional
Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa
sesuai keputusan pimpinan;
Dst
BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

(1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:

a.
b.

C.

profesionalisme
keterbukaan
mengutamakan masyarakat desa setempat

dst



(2) Pengangkatan pegawai BUM Desa beradasarkan kriteria;
a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
c. dst
(3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui
cara:
a. Penunjukan;
b. Seleksi; dan
c. Musyawarah
Pasal 7
(1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Habisnya masa bhakti;
c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan
d. Dst
(2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA
Pasal 8
(1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa
jabatan pengelola operasional BUM Desa;
(2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara 5 tahun

(3) Jam kerja pegawai BUM Desa 08.00-13.00 WIB

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUM DESA
Pasal 9
(1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus
dihadiri oleh:
a. Direktur;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Perwakilan pegawai BUM Desa.
(2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di

internal BUM Desa.



(3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat
dan pengwas BUM Desa.

Pasal 10
(1) Pertanggungan jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal
kepada direktur BUM Desa.
(2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur

dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel

organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari.

Ditetapkan di Pulosari
~padatanggal 30 Juni 2021
A DESAPULOSARI,

/S KEPAA,
KEPALA

N} (
i\‘* X \

>
e

Diundangkan di Pulosari
pada tanggal 01 Juli 2021
SE S DESA PULOSARI,
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Desa Pulosari Kec. Bareng

BUMDESA SARIARTHA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

ANALISIS KELAYAKAN USAHA



1. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

1.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN

Produk atau jasa yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mantra Desa :

Jasa Simpan Pinjam Khusus Petani

KEUNGGULAN YANG DIMILIKI

1. Bunga Pinjaman Rendah (1,5%)

2.  Dukungan Pemerintah Desa

3. Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Petani

1.2 GAMBARAN PASAR

Dalam menjalankan usaha Simpan Pinjam Unit Usaha Mantra Desa segmentasinya adalah para petani
desa Pulosari yang ingin meningkatkan kesejahteraan finansial petani yang ada di daerah Pulosari
dengan bunga pinjaman rendah sebesar 1,5%. Dengan ini petani dapat mengelola keuangan mereka
dengan lebih baik dan dapat mencapai tujuan finansial mereka dalam usaha pertanian.

Dengan menyediakan Solusi keuangan yang stabil dan mendukung kesejahteraan petani, Unit Usaha
Mantra Desa membantu para petani untuk lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan mereka.

KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN :

O PERSONAL SELLING

Unit Usaha Mantra Desa memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga
keuangan lain seperti bank atau perusahaan pembiayaan. Keunggulan tersebut termasuk bunga
pinjaman yang lebih rendah, proses peminjaman yang lebih mudah, dan keterlibatan
pemerintah desa dalam pengelolaan.

O ADVERTISING

Teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Khusus
Petani Mantra Desa Pulosari. Dengan penggunaan sistem informasi yang canggih, Unit Usaha
dapat meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan layanan yang lebih cepat dan akurat,
serta meningkatkan transparansi.




1.3 TARGET
ESTIMASI PENCAPAIAN :

» Modal = Rp 40.000.000
Pendapatan Bunga Selama 10 Bulan =15% = 15% x 40.000.000 = 6.000.000
Administrasi = 0,025 % dari Pinjaman
=0,025% x 40.000.000 = 1.000.000
Total Pendapatan Kotor Selama 10 Bulan

=6.000.000 + 1.000.000 = 7.000.000

1.4 STRATEGI PEMASARAN

[0 STRATEGI PEMASARAN
Strategi yang akan dilakukan secara offline dan online.
OFFLINE : penyediaan informasi yang lengkap dan menarik di Pusat Informasi Desa

ONLINE : tim multimedia secara periodic menguploud foto, promosi melalui Web Desa

O PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN

Pengembangan Unit Usaha Mantra Desa dengan mengembangkan sumber daya manusia
dengan kerjasama pemerintah desa dengan berbagi ilmu terkait pengembangan SID.

O STRATEGI PENETAPAN HARGA

Penetapan Bunga dan administrasi pinjaman yang kami terapkan kami sesuaikan dengan
kesepakatan bersama melalui musyawarah desa yang berlaku untuk pinjaman dengan
memperhatikan biaya yang dikeluarkan sehingga Unit Usaha Mantra Desa bisa berkembang.

O STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Setiap semester akan diadakan evaluasi intern unit usaha,

Dan setiap tahun kami akan melakukan pelaporan pertanggung jawaban yang melibatkan
semua anggota pengelola Unit Usaha, BPD, Tokoh Masyarakat, Pengawas, dan Penasehat
BUMDesa SariArtha.

Mengadakan dan mengikutkan pengelola Unit Usaha Mantra Desa dalam pelatihan — pelatihan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.




O STRATEGI KEUANGAN

Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang mudah dipahami dan transparan dan
bertanggung jawab.

1.4 ANALISIS PESAING

PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN
1. Bank Plecit Menawarkan Pinjaman Uang Bunga pinjaman tinggi
Tanpa Anggunan

1.5 ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA

DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Dampak Positif Unit Usaha Mantra Desa Pulosari melalui program pemberdayaan desa yang
bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi pertanian produktif didesa Pulosari.

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik petani perorangan ataupun
kelompok petani yang merupakan parakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf
hidupnya.

Adapun tujuan dibentuknya Unit Usaha Mantra Desa Pulosari, simpan pinjam khusus petani adalah:
(1) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa Pulosari.

(2) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa Pulosari yang berpenghasilan
rendah.

(3) Mendorong usaha sektor informasi untuk penerapan tenaga kerja bagi Petani Desa Pulosari.

(4) Menghindarkan anggota masyarakat Desa Pulosari dari Pengaruh pelepasan uang dengan bunga
tinggi yang bisa merugikan masyarakat.

1.6 ANALISIS RESIKO USAHA

1. Risiko Keuangan

Seperti yang kita tahu bahwa dalam membangun usaha membutuhkan uang. Terlebih lagi, jika ingin
mengembangkan usaha agar dikenal oleh banyak orang. Uang untuk membanguan usaha bisa
didapatkan dari modal awal dan keuntungan penjualan.




2. Risiko Permodalan

Jika usaha yang dibangun terus menerus mengalami kerugian, maka akan sulit untuk
mengembalikan modal awal. Bahkan tidak menutup kemungkinan modal wirausahawan akan habis.
Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memerhatikan risiko permodalan ini.

3. Risiko Perusahaan
4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang muncul karena setiap bagian-bagian di usaha tidak
menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Terjadinya risiko operasional disebabkan karena
beberapa hal, seperti permasalahan SDM, tidak adanya inovasi dan kualitas produk, salah
mengambil keputusan, dan lain-lain.

1.7 ANTISIPASI RESIKO USAHA

Melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan yang teliti dan seksama







